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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2% TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2013 -

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraém.f

Pegawai Negeri Sipil telah diberikan tambahan’

penghasilan berdasarkan Peraturai Gubernur Nomor 71 - . .
Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi . -

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah'Provinsi .~~~
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa = = = "

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan’ e
Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan =~ =~ | -
Penghasilan Bagi Pegawai Negen Sipil dl LGglmngan_}f

Pemerintah Provmm Kalimantan- Barat

b. bahwa berdasarkan ketentuan - Pasal ‘33 ayat o
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun- 2019 ‘tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun' 0
2018 tentang Jaminan = Kesehatan, =~ telah = . o
mengamanahkan bahwa gaji atau upah yang digunakan =~ .
sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta’ Pekerjaf'_-"' '

Penerima Upah untuk Pejabat Negara, ‘pimpinan dan
anggota Dewan Perwskilan - Rakyat  Daerah,  PNS,

Prajurif, atau Anggota POLRI sebagau’nana dlmaksﬂdf;___g
dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah .

pokok, tunjangan ke}uarga funjangan profesu dan
tunjangan kinerja atau tambahan- penghasﬂan bag1 PNS_-.--__-_
daerah; P o

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagmmana dzmaksud3'_-f;_.:_?_'_.:_z
dalam huruf b, maka Peraturan Gubernur Nomor 71
Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasﬂan Bagz}-3..'

Pegawai Negeri Sipil Di ngkungan Pemerintah Prov1r131
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peratiran’ chbernur Nomor. 50°
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas’ Per t’liraﬂ -
Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang ‘Tambahan.
Penghasilan Bagi Pegawai Negem Szpﬂ Di. Llngkungan
Pemerintah Provinsi Kahmantan ‘Barat, sudah tidak

sesuai dengan kondisi saat  ini, sehmgga perhl

disesuaikan dan dﬂakukan pembahan
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Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka
perlu  menetapkan Peraturan Cubernur tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 71
Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi

Pegawai Megeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 16);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130},

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135});
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
<2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 3};
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14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan  Barat  (Lembaran Daerah  Provins:
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor &, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 0)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9)

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2013
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2013 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 50) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat {8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan berdasarkan pada
kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

{2) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketepatan waktu tiba ditempat tugas/kantor;
b. Ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor;
c. Keberadaan ditempat tugas/kantor selama jam kerja.

(3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan
rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik atau
manual.

(4) PNS dan CPNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah maka tambahan
penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 5% per hari setelah dipotong
pajak.

(5) PNS dan CPNS yang izin maka tambahan penghasilan dilakukan
pemotongan sebesar 2% perhari setelah dipotong pajak.

EARS PERANGKAT D;%?K ABTSTEN 1 BERDA

HUKHUM . PEMRARARS

17 111

A : — AW




(6) PNS dan CPNS yang sakit, maka tambahan penghasilan dﬁakukan'
pemotongan sebesar 1% perhari setelah dipotong - pa_]al«; kecuali
dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan diketahui atasan S

langsung.

(7) Hasil pemotongan tambahan penghasilan tersebut,
dikembalikan/disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

(8} Tambahan penghasilan dibayarkan dengan melampirkan daftar
pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada
Lampiran II yang telah dilakukan perubahan dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A-
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1} Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) untuk -~ -
iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setlap S
bulan. R

(2) Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah'_ S
PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. .

(3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada' S
tanggal 1 Januari 2020. R

PASAL 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan g T
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam’ Berita Daerah. .~ -
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak -
pada tanggal {7 {ievsbes 4

}K GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ¢ "

P4 SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak '
pada tanggal /] ebileer To2e

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

%

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOM_OR' S




IPINAVLNS

57 ‘LVAVE NVINVNITYS NNZEND r,

(

)

(

Yeier] 1weyjbuelad eeday

)

eieyepuag Rt
Isp
T
b
el-el - : — TETG - -
v -1 1-04-8=C} ¢l g=11 %LaG=0L | 84=6 | oinaTy prG=/ %PsG=9 g v e - .
efrsy
sel e weeied | etosiuequeg | o | ywey | %6 | UelsouOueg m%n&m& ueseybusd mwwmw
uvebue| epue) L8y el i : % d L2 Udd ugyequiey %Y euequel | uBeqer | ueeqer owen on
Ut e cmmcoMMw: - Srdd i=ml Ndd Heny uebuolog yejuny Ndd uelessg Buefuap
upresag Sidd Srdd o
wenl ugn|
VIEIN LING

N7 HSYHONDd NYHYENYL NVHVYAVENZDd JVidvd

LVAVY NYINVINTTIVI ISNIAGCAd HVINIEEWAd NYODNNOMDNIT Id
TIdIS [HHDEAN IVMVYDEL 1DV NVTISYHONId NVHVENYL DNVINHEL
£10T NNHVL T2 dONON dNNAFLEND NVANLYAHL SV.LV VDILEN NYHYHNEHd DNV.INGL

NOHVL HONWON

LVIVE NVLNVINTTVH ANNJEIND NVANLYHHd

{1 NVIIdINYT




